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PEITI'AHI'LUAN

TuJuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-

dasar penyajian L,aporan Operasional untuk Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penvelenggaraan

pemerintahal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang

kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus./defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Rurng Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.

4. Kebiiakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas

akuntansi, baik men5rusun laporan operasional yang menggambarkan

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode

pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERAS10NAL

5. Laporan Operasional mcnycdiakan informasi mengenai seluruh

ke」atan Operasional keuangan cntitas pclaporan yang terce.1..inkan dalarn

pendapatan― LO, beban, dan surplus/dCfISit opcrasional daH suatu entitas
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akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.

6. Pengguna laporan membutuhkan l,aporan Operasional dalam

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau

seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Laporan

Operasional menyediakan informasi:

a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjalankan pelayanan;

b. mengenai operasi keuangan sec€rra menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal

elisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

c. berguna dalam memprediksi pendapatan-LO y.ng akan diterima untuk

mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan

ekuitas (bila surplus operasional).

7. Iaporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari

siklus akuntansi berbasis akrual lfull accrual amunting cgtcle) sehingga

penyusunan l,aporan Operasional, l,aporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca

mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggunglawabkan.

DEFII{ISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

atautidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
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Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan

uangkepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan

dal/ atau peningkatan kemampuan keuangan temasuk juga bantuan

keuangan kepada partai politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan

kepadamasyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko

sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

danperistiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periodepelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

ataukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah addah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang

atau jasalepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat

danorganisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dalr tidak mengikat.

Beban Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetapyang dapat disusutkan(depreciableassets)selama masa manfaat aset

yangbersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban

untukmengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas

pelaporan lainyang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusunlaporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintatr Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.
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Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Daerah dalam bentuk

uang/ barangatau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendaoatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggarzrn yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapata.n berupa penerimaan uang atau

hakuntuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan

lainyang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa

yangterjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa,tidak diharapkan sering atau rutin tedadi, dan berada di luar kendali

atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya

produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh

masyarakat.

Surplus/Defisit dari Keeiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara

pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surolus / Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama

satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defrsit dari kegiatan

non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupa.kan selisih antara nilai buku aset dengan

harga jual aset.
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STRUKTUR IIIFORAN OPERASIOITAL

9. I-aporan Operasional menyajlkan berbagai unsur penda patan-Lo,

beban, surplus/delisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/ defrsit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defrsit-Lo, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara

komparatif. laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas

keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta

dafta-r-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu

untuk dijelaskal.

1O. Dalam l,aporan Operasional harus diidenti{ikasikan secara jelas,

dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi

berikut:

(a) nama entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan atau sarana

identifikasi lainnya;

(b) cakupan akuntansi dan/atau entientitas pelaporan;

(c) periode yang dicakup;

(d) mata uang pelaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

11. Struktur l-aporan Operasional menca)<up pos-pos sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO

(b) Beban

(c) Surplus/Defisit dari operasi

(d) Kegiatan non operasional

(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

(f) Pos Luar Biasa

(g) Surplus/Defisit-LO

12. Dalam l.aporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub

jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
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Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan

Laporan Operasional secara wajar.

13. Contoh format laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi

Lampiran V.A, V.B, dan V.C. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan

merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah

menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarilikasi

artinya.

PERIODE PELIIFORAIT

74.[-aporan Operasional disajikan sekurang-kuralgnya sekali dalam

setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas

berubah dan Laporan Operasional taLunan disajikan dengan suatu

periodeyang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan

informasisebagai berikut:

(a) alasan pengguna€rn periode pelaporan tidak satu tahun;

(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan Operasional dan

catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

15. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak

tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat dijadikan pembenaran atas

ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat

waktu.

INFORMASI YAITG DISA"'IKAN DALTM L/IFORAIT OPERASIOI{AL ATAU
DAI,,IIM CATATAN ATAS LAPORANKEUANGAN

16. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO

yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut

sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
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17. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan beban yang

diklasifikasikan menurut klasilikasi jenis beban. Beban berdasarkan

klasifikasi organisasi danklasifikasi lain yang dipersyaratlan menurut
ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas l,aporan
Keuangan.

18. Klasifikasi pendapatan-Lo menurut sumber pendapatan maupun
klasilikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupalan klasifikasi
yang menggunakan dasar klasifikasi yang s€rma yaitu berdasarkan jenis.

AI('ilTATSI PEITDAPATAIY. LO

19. Pendapatan-Lo diakui pada saat:
(a) Timbulnya hak atas pendapatan;

(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2O. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang_
undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21. Pendapatan-Lo yang diperoleh sebagai imbaran atas suatu
pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang_
undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menesh imbalan.

22. Pendaptan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa terlebih
dahulu adanya penagihan.

23. Pendapatan-LO diklasifi kasikan menurut sumber pendapatan.

24. Klasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkar menurut
asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer,
dan lain-rain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut
diklasilikasikan menurut jenis pendapatan.

|11-7



25. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

26. Dalarn hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi
terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan.

27.Ddam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum daerah.

28. Pengembalian yang sifatnya normar dan berulang (rec,rring) atas
pendapatan-Lo pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

29. Koreksi dan pengembarian yang sifatnya tidak berula ng (non-
recuring) atas pendapatan-LO yang tedadi pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan rxrda periode
yangsama.

3O. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berula ng (non_
reatrring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode seberumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

Pen&patan Operasional

3l. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi
tanggung jawab dan wewenErng entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik
yalg dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa
yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

32. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari
dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exclnnge transactionl dan transaksi
non pertukaran (non-exchange tra n saction).
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33. Pendapatan operasional yang berasa-l dari transaksi non-pertukaran

pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak,

bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat

tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.

34. Di sarnping itu ada kdanya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
meneyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya
dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan
imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud
dikelompokkan seb" gai pendapatan pertukaran.

Pendapatan Operarioael drri Transeksi Non pertukaran

35. Pendapatan operasional yang diperoleh dari transaksi non-
pertukaran timbul dari:

(a) pelaksanaan kewenangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk
memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan
sanksi);

(b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas
pelaporan yang lebih tinggr (pemerintah pusat) untuk pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;

(c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga
internasional;

(d) penghapusan utang;
(e) sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
(f) dana limpahan yang ditetapkan daram anggaran untuk entitas akuntansi.

36' Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui
bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu apabila:
(a) Pendapatan tersebut dapat diidentilikasi secara spesifik;
(b) Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal;
(c) Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
(d) Jumlahnya dapat diestimasi sevara andal.
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37. Aliran masuk sumber daya dari aktivitas non-pertukaran di satu sisi

diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional,

kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya
kewajiban.

38. Pengakuan pendapatan pajak daerah pada pendapatan operasional
dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara
prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak,
yaitu melalui self assessment dan official assessmenf.

39. Pengakuan Pendapatan perpajakan yang dipung,t dengan metode
sef assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa
terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan.

4O. Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode oJficiat
assesssment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat
telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

4l . Pendapatan dana limpahan diakui oleh entitas akuntansi SKpD pada
saat diterbitkannya Surat penyediaan Dana (SpD).

Pendapatan Operaslonal &n T:ransa&sl pertutaran

42' Pendapatan operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran
timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/atau jasa kepada
publik atau ke entitas pemerintah lainnya dan mendapat imbalan.

43' Suatu transaksi pertukaran (exchange transactionl terjadi bila satu
pihak menerima aset/jasa, dan secara langsung menerima nilai yang
sebanding lterutama dalam bentuk kas, baralg, jasa, atau penggunaan aset)
dari entitas lain sebagai imbalannya.

44. Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat merupalan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran
yang sering dijumpai pada pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. contoh
pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-Lo
pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
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45. Kadangkala Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga

menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan untuk dijual kepada

masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan
perikanan.

46. Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan

aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, seperti sewa alat berat; bunga yang
dibebankan kepada peminjam dana pemerintah; royalty atas penggunaan aset
tak berwujud pemerintah; dan deviden atau lainnya yang setara dengan
deviden atas hasil investasi pemerintah.

47. Secara umum, pendapatan_LO dari tralsaksi pertukaran harus
diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun
entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara
andal.

48. Selain prinsip umum di atas, pendapatan_Lo dari jenis transaksi
pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:
(a) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk

memenuhi kontak [iangka pendek ataupun jangka panajang), pendapatan
harus diakui secara proporsionar dengan total biaya yang diperkirakan
dapat menghasilkan/ menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna
memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian,
pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan perkiraan totar
biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa
tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada.

(b) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskara besar dan
berjangka panjans, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya_biaya
yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa
memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/
refundable). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti
"pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas diterima.
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AKUNTANSI BEBAI{

49. Beban dialui pada saat:

(a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadinya konsumsi aset;

(c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5O. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak
daripihak lain ke Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanpa diikuti
keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu.

Sl.Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihal< rain yang tidak didahului timburnya
kewajibandan/atau konsumsi aset nonkas daram kegiatan operasional
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

52' Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi
pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengal penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensijasa adalah penyusutan atau amortisasi.

53. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

54. Beban diklasifrkasikan menurut klasifrkasi ekonomi.

55. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan
jenis beban. Klasi,kasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang,
beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban
pen,rusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

56. Beban pegawai addah beban pemeri ntah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah
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Bumbu yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengar pembentukan modal.

57. Beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan pengeluaran beban pegawai.

58. Beban barang dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban

pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.

59. Beban persediaan adalah beban pemerintah dalam bentuk

pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu.

60. Beban persediaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset

persediaan dalam kegiatan operasional pemerintah.

6l.Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode

perhitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

(a) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap te{adi transaksi yang

mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan

catatan jumlah unit yang dipakai dika_likan nilai per unit sesuai metode
penilaian yang digunakan.

(b) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode

akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi lisik,
yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau
perolehan persediaan dikurangi dengan saldo alhir persediaan dikalikan
nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

62- Beban jasa merupakan beban pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan
pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu.

63. Beban pemeliharaan merupakan beban pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan bersifat tidak menambah nilai-
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64. Beban perjalanan dinas merupakan beban Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang

dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

65. Beban jasa, dan pemeliharaan diakui saat timbulnya kewajiban

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu karena Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas jasa yang disedikaan

oleh pihak ketiga.

66. Beban perjalanan dinas diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pembayaran untuk pengeluaran

pedalanan dinas atas PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan
pe{alanan dinas.

67. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas

bunga dari pinjaman/ utang.

68. Beban bunga utang diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung
berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk
keperluan pelaporan. saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan
biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu ya',g
menjadi dasar pengenaan bunga.

69. Beban subsidi adalah beban pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan / lemabaga
tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/iasa yang dihasilkan dapat
dijangkau oleh masyarakat.

70. Beban subsidi diatui pada saat kewajiban pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu untuk memberikan subsidi telah timbul.

71.Beban hibah adalah beban pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah
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daerah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

72. Beban hibah diakui pada saat timbulnya kewajiban artinya
kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu timbul karena adanya

perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul
setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

73. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerinta,h Kabupaten Tanah

Bumbu dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat
guna melindungi dari kemungkinan teq'adinya risiko sosial.

74.Beban bantuan sosial diakui pada saat timbulnya kewajiban
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

75. Beban lain-lain adalah beban pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak
diharapkan berulang.

76. Beban lain-lain diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu karena pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah
mendapatkan hak dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang disediakan
oleh pihak ketiga.

77 . Beban Penyusutan/amortisasi dihitung dengan berbagai metodeyang
dapat dikelompokkan menjadi:

(a) Metode garis lurus (straightline metlad);
(b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
(c) Metode unit produks i (unit of production mettndl.

78. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu
entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

79. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang
te{adi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode
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yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan

penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS/ DEFISIT DARI IIDGIATAIT OPERASIOIYAL

80. Surplus dari kegiatan operasionai adalah selisih lebih antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

81. Defisit dari kegiatan operasional ada_lah selisih kurang antara
pendapatan dal beban selama satu periode pelaporan.

82. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan
Operasional.

SURPLUS/ DEFISIT DARI I{EGIATAN NON OPERASIOITAL

83. Pendapa.tan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

84. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatar non operasional
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defrsit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional lainnya.

85. selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional
dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit
sebelum pos luar biasa.
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FOS LUAR BIASA

86. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos latnnya daTan

Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defrsit sebelum Pos Luar
Biasa.

87. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
(b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan

(c) kejadian diluar kendali entitas Pemerintah Daerah.

88. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/I'EFISIT-II}

89. Surplus/ Defisit-Lo adalah penjumlahan selisih lebih/ kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian
luar biasa.

9o. saldo Surplus/Defisit-Lo pada akhir periode peraporan dipindahkan
ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRAIYSAI{SI DAI,AU UATA UANG ASIIIG

91. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan daram mata
uang rupiah.

92. Dalam hal tersedia dana daram mata uang asing yang sama dengan
yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing
tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

93. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
dig,nakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan
rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah
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berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk
memperoleh valuta asing tersebut.

94. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan

mata uang asing lainnya, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan

menggunakan kurs transaksi

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRAxsAxsI PETTDAPATA.II-Lo DAJY BEBATI DAr"a.u BENTUT(BIRAr|G/JASA

95. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa dan beban
dalam bentuk barang/iasa harus dilaporkan dalam r,aporan operasional
dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggar transaksi.
Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian
rupa pada catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan
semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

96. Transaksi pendapa.tan dan beban dalam bentuk barang/jasa ant_ara
lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

97. Dikarenakan banyak ketidakpastian yang ada disekitar jasa,
termasuk kemampuan untuk menjalankan pengendalian atas jasa tersebut
dan mengukur nilai wajar atas jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak
mengharuskan pengakual pendapatan dalam bentuk jasa. Namun demikian,
informasi mengenai pendapatan dalam bentuk jasa disajikan dalam catatan
atas Laporan Keuangan.

BUPATI

MARD MAMING
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

LIIF'ORAIT REALISASI AITGGARAI{

PEI|DAIIULUAI|

TuJuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan

dasar-dasar penyajian l,aporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan'

2. Tujuan pelaporan realisasi anggar€m adalah memberikal informasi

realisasi dan anggaran entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Perbandingan

antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Ruarg Lllagltp

3.KebijakaniniditerapkandalampenyajianLaporanRealisasi
Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan angga-ran

berbasis kas.

4. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas

pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.
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MAI{FAAT II{FORilASI REALISASI A.![(X}ARAN

5. Laporan Rea-lisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan

pembiayaan dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan

entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran'

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam periode

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan

Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna

laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

DErII{ISI

T.BerikutiniadaTdlistilah-istilahyangdigunakaldalamkebijakan
akuntansi dengan Pengertian :

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah

meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur

dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara

sistematis untuk satu Periode.
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Aneearan Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran l,ebih dalam periode tahun zrnggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dana Cadanean adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satutahun anggaran.

Entitas Akuntansi adatah SKPD dan BUD dan oieh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan men5rusun laporan keuangan untuk

digabung)<an pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran daerah.

Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,

aturan-aturan, dan praktik-praltik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
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Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Pendapatan-LRA addalr semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran tebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pembiayaan (financingl adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggErran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dimaksudkan

untuk menutup defrsit atau memalfaatkan surplus €rnggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modainya

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Rekenins Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetapkan.

Saldo Aneearan l,ebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta

penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa kbih/Kurane Pembiavaan Ansqaran ISiLPA/SiKPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penenmaan

dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan'

surplus/ defrsit-LRA adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan

belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk dana

perimbangan dal dana bagi hasil.
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STRI'KTI'R L/\FORAN RTALISASI AXGGARAI|

8. I-aporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defrsit-LRA, dan pembiayaan,

yang masing-masing diperbandinglan dengan anggzrannya dalam satu

periode.

9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara

jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi

berikut:

(a) nama entitas akuntansi/ entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

(b) cakupan entitas akuntansi/ entitas pelaporan;

(c) periode yang dicakup;

(d) mata uang pelaPoran; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

PERIODE PEL/I.FORAN

lo.Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-krrrangnya sekali

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah

dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang

lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi

sebagai berikut:

(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

(b)faktabahwajumlah-jumlahkomparatifdalamLaporanRealisasiAnggaran

dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan'

TEPAT WAKTU

lT.Manfaat suatu l,aporan Realisasi Ar.ggarar. berkurang jika lapran

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti

kompleksitas operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat
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dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi dan entitas

pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

12. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan

menyajikan l,aporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6(enam) bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran dan Entitas akuntansi menyajikan

l,aporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran.

ISI LIIFORTN REALISASI A.IT(X}ARAJT

73.l,aporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga

menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,

dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan

Realisasi Anggaran menyandingkan rea-lisasi pendapatan-LRA, belanja,

transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

l4.l,aporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan

atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi

pelaksanaan anggtrran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta

daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu

untuk dijelaskan.

15. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos

sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LRA;

(b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus/defisit-LRA;

(e) Penerimaan pembiayaan;

(f) Pengeluaran pembiayaan;

(g) Pembiayaan neto; dan
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(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

16. Pos, judul, dan sub jumlah latnnya disajikan dalam l,aporan

Realisasi Anggarar apabila diwajibkan oleh kebijakan akuntansi ini, atau

apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan l,aporan Realisasi

Anggaran secara wajar.

17. Contoh format l,aporan Realisasi Aggaran disajikan dalam l,ampiran

III.A, II.B, dab II.C kebijakan ini yang merupakan ilustrasi dan bukan

merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. T\rjuan lampiran ini adalah

mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntnsi untuk membantu dalam

klarifikasi artinya.

TNFORf,IA,ST YANG DISA"IIKAN DALI\M LAP'ORAITREALISAST A.ITGGARA.IT

ATAU DAI,A,U CATATAI|ATAS LITFORAI| KEUAJTGAN

18. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi

pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi

Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan

atas Laporan Keuangan.

19. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi

belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi

belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau

di Catatan atas l-aporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi

disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

AIIUNTANSI SURPLUS/ DEI.ISIT-LRA

2O. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Deftsit-LRA.

21. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja

selama satu periode pelaporan.

22. Deflsit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan

belanja selama satu periode pelaporan.
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AKUNTAI{SI PEUBIAYAA.IT

23. Pembiayaan lfinancing) addah seluruh transaksi keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, baik penerimaal maupun pengeluaran,

yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutarna dimaksudkan untuk menutup

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan

antara lain dapat berasa-l dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara,

pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan

modal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

AI(UITTAITSI PEI{ERIUAAIT PEUBIAYAAI{

24. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas

Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi perrnanen

lainnya, dan pencairan dana cadangan.

25. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah.

26. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)'

27. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang

bersangkutan.

AI('N'TAITSI PEI|GELUARAN PEUBIAYAAN

28. Pengehraran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas

Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,

peny€rtaan modal Pemerintah Kabupaten Talah Bumbu, pembayal.an kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan

dana cadangan.
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29. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Daerah.

30. Pembentukan Dana Cadalgan menambah Dana Cadalgan yang

bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan

dipemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut

dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

3l.Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan

dipungut/ditarik kembai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu apabila

kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kepada kelompok

masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk

kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada

Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang'

Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan

sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang'

AJ('ITTANSI PETBIAYAAN NENO

32. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran

tertentu.

33. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto'

AKUNTANSI   SISA
lSILPA′ SIKPA)

LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGIGARAN

34. SiLPA/ SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan'

35.Selisihlebih/kurarrgarlt rarealisasipendapatan-LRAdanBelanja,

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan

dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA'

36. Sisa lebin lkurang pembiayaan arrggarar. pada akhir periode

pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih'
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TRAITSAIGI DAL/I}I MATA UANG ASIITG

37. Transaksi dalarn rnata uang asing harus dibukukan da-lam mata

uang rupiah.

38. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan

yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi da-lam mata uang asing

tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah

berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

39. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan

rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk

memperoleh valuta asing tersebut.

4O.Ddam hal tida-k tersedia dana ddam mata uang asing yang

digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan

mata uang asing lainnYa, maka:

(a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan

menggunakan kurs transaksi;

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi'

BUPATI TANAH BUMBU,
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

LAPORAN ARUS KAS

PEI|DAIIULUAIT

TuJuan

1. T\.rjuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian

laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan

kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama

satu periode akuntansi.

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

sumber. penggunaan. perubahan kas dan setara kas selama suatu periode

akuntansi serta saldo kas dan setana kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini

disajikan untuk pertanggungiawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Li,nghrp

3. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib men5rusun laporan arus

kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan

keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

4. Kebijalan ini berlaku untuk pen5rusunan laporan arus kas

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu jika menurut peraturan perundang-

undangan atau menurut kebijakan akuntansi, satuan organisasi dimaksud

wajib meryrusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah.
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Manliaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas

dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas

taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

6. La.poran arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas

masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus

kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas entitas pelaporan

dan struktur keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (termasuk

likuiditas dan solvabilitas).

Defrnisi

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan

akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, ternasuk sumber daya

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dal budaya.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

selama satu periode akuntansi.
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Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya

yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar

kembali dan/ atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang

jangka panjang.

Aktivitas non anqqaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran

kasyang tidak mempengaruhi €rnggaran pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang

tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu tedadi, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yzrng menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan

lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam

satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

Entitas pelaooran adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundalg-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.
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Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uans oelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan da-lam

menyajikan laporan keuangan.

Metode biava adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi

awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas

dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan

awal investasi.

Metode Lanqsune adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan

utama penerimaan dan pengeluaral kas bruto harus diungkapkan.

Metode Tidak Lanesuns adalah metode penyajian laporan arus kas dimana

surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional

nonkas, penangguhan (deknal) atau pengaku an (accntal) peneimaan kasatau

pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan

pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan

pendanaan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.
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Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak

untuk menerima uzrng oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum

Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum

Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungiawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sarna dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan neeara / daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang

signifrkan.

Tanggal pelaporan adalah tangral hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau

pengaruh entitas bersangkutan.

9. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.

10. Setara kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk

memenuhi persyaratan setarakas, investasi jangka pendek harus segera dapat

diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko

perubahan nilai yang signifrkan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut

setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)

bulan atau kurang dari tanegal perolehannya.

V‐ 5



1 1. Kas terdiri dari:

(a) Kas di Kas Daerah:

(1) Kas yang belum ditentukan penggunaannya;

(2) Kas yang telah ditentukan penggunaannya;

(b) Kas si Bendahara Penerimaan; dan

(c) Kad di Bendahar Pengeluaran:

(l) Kas yang belum disetor;

(2) Kas yang telah ditentukan penggunaannya.

12. Kas dapat berupa saldo rekening-rekening pada bank yang

ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan

pengeluaran dan uang tunai.

13. Kas yang belum ditentr.rkan penggunaannya merupakan saldo kas

yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

14. Kas yang telah ditentukan penggunaannya merupakan saldo kas

yang sudah ditentukan peruntukkannya, termasuk didalamnya adalah hak

pihak ketiga dalam bentuk tagihan yang belum dibayarkan yang dapat berasal

dari potongan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

misalnya potongan untuk Askes, Taspen, Taperum. Atas jumlah kas yang

berasal dari potongan tersebut harus dicatat sebagai kewajiban Pemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu kepada pihak ketiga, misalnya sebagai Utang

Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

15. Setara kas terdiri dari:
(a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;

(b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa

jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

16. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari

manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris.
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17.Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, kas di

bendahara penerimaan, kas yang belum disetorkan oleh bendahara

pengeluaran, dan setara kas merupakan bagin dari SILPA/SIKPA.

PENYA.'IAN LIIFORAN ARUS XASI

TS. Laporan arus kas addah bagian dari laporan finansial yang

menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode

tertentrr yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris.

19. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan,

dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna

laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas

dalsetara kas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Informasi tersebut juga

dapat digunakal untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris.

20. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan

pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan

ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada

umumnya akan diklasilikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang

dikapitalisasi akan diklasifrkasikan ke dalam aktivitas investasi'

21. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun

finansial disajikan dalam ilustrasi. Lampiran IV.A dan IV.B kebijakan ini.

Ilustrasi hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan

bagiar dari kebijakan.

Attivitas Operasi

22. Aktivitas operasi adalah aktivita's penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu selama satu periode akuntansi.
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23. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas

operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber

pendanaan dari luar.

24. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutal::.a diperoleh dari:

(a) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

(b) Penerimaan Transfer;

(c) Penerimaan Lainlain Pendapatan Yang Sah.

25. Arus keluar kas untuk al<tivitas operasi terutama digunakan untuk:

(a) Pembayaran Pegawai;

(b) Pembayaran Barang;

(c) Pembayaran Bunga;

(d) Pembayaran Subsidi;

(e) Pembayaran Hibah;

(f) Pembayaran Bantuan Sosial;

(g) Pembayaran Bantuan Keuangan; dan

(h) Pembayaran Tidak Terduga.

26. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang

sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan

dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas

operasi.

27.Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu

entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal ke{a,
penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka

pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
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Alrtivitas Investasi

28. Aktivitas investasi addah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset teta pserta investasi

lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

29.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung peiayanan

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada masyarakat di masa yang akan

datang.

30. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset l,ainnya;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan dari Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

31.Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan Aset Tetap;

(b) Perolehan Aset l,ainnya;

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Aktivitas Pendanaan

32. Aktivitas Pendanaan addab aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang

dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan

dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka

panjang.
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33. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian

pinjaman jangka panj ang.

34.Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Penerimaan utang;

(b) Penerimaan dari utang obligasi;

(c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;

35.Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pembayaran pokok utang;

(b) Pembayaran pokok utang obligasi;

(c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lainnya;

Aldivitas Tranaltoris

36. Aktivitas transitoris addah aktivitas penerimaan dan pengeluaran

kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

37.Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan

pendanaan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Arus kas dari aktivitas

transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),

pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara

pengbluaran, serta kiriman uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari

jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima

secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.

Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum

negara/ daerah.

38.Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK

dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan

kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

39.Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK

dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang

persediaan kepada bendahara pengeluaran.
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PELIIPTORAN ARUS KAS DARI AKTIVITASOPERASI, NTVES'TASI,
PEI{DANAAN, DANTRAITISITORIS

40. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut da-lam paragrt 41.

4l.Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi

dengan cara Metode [,a.ngsung, dimana metode ini mengungkapkan

pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

42. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

(a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas

dimasa yang akan datang;

(b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat

langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PEL/IPORAN ARUS I(AS ATAS DASAR ARUS IIAS BERSIH

43.Arus kas yalg timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas

dasar arus kas bersih dalam hal:

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat

(beneficiariesl arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitaspi hak lain

daripada aktivitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu

contohnya adalah hasil kerjasama operasional.

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya

singkat.
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ARUS KAS UATA UA.ITG ASIITG

44. Arus kas yang timbul dari transa-ksi m.ata uarrg asing harus

dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan

mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada

tanggal transaksi.

45.Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri

harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal

transaksi.

46. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat

perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUI|GA DAN BAGHIT LIIBA

47. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan
pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan

pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara

terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus
diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke

tahun.

48. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam
aruskas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari
pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

49. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang
dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas
untuk pembayaran bunga dalam periode akuntalsi yang bersangkutal.

50. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah
yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adatah jumlah kas yang
benar-benar diterima dari bagian laba perusah aan daetah dalam periode
akuntansi yang bersangkutan.
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PEROLEHAN DAN PELEPASAN IITVESTASI DAJ,ITU PERUSAHAAN DAERAII

DAN UNIT OPERASII,AINNYA

51. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode

biaya.

S2.Investasi Pemerintah Kabupaten Talah Bumbu dalam perusahaan

daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

53. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam

perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.

54. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan

daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam

aktivitas investasi.

55. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan

perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang

diungkapkan adalah:

(a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;

(b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas
dan setara kas;

(c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan

(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

56. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi
lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk
membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan
tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

S7.Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daetah
dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan
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hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang

oleh perusahaan daerah dan unit operasilainnya.

TRAIISAI(SI BT'KAIT I(AS

58. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak

mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak

dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

59. Pengecualian transaksi bukan kas dari l,aporan Arus Kas konsisten

dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak

mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas

yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui

pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DA.!T SETARA I{AS

6O. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas

dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGT'ITGKAPAI| LIIII| If YA

61. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas darr setara kas
yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

62.lnformasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu
entita,s pelaporan.
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63. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas

adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan

penggunannya untuk kegiatan tertentu.

BUPATI TANAII BT'MBU,
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LAMPIRAN Ⅵ

PERATURAN BUPATITANAH BUMBU
NOMOR  TAHUN 2014
TENTANG
KEBI」AKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

CATATAN ATAS LAFORAN XEUANGAIT

PEIfDAHI'LUAN

Tujuan

l.TujuankebijakanCatatanatasLaporanKeuanganadalahmengatur
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas laporan

Keuangan.

2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah

meningkatkan transparansi l,aporan Keuangan cian penyediaan pemahaman

yang lebih baik, atas informasi keuangan Pemeintah Kabupaten Tanalt

Bumbu.

Ruang LfngktrP

3. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan pada:

(a) i,aporan Keuangan untuk irrjuan umum untuk entitas peiaporan;

(b) t aporan Keuangan untrrk tujuan umum oleh entitas akrrntansi'

4. l.aporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan nyang

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi

akuntansikeuanganyang|azim.Yangdimaksuddenganpenggunaadalah
masyarakat' legislatif, lembaga pengaws' pemeriksa' pihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi' dan pinjaman serta pemerintah'

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau

bagian dari laporan keuangan yang disajikn dalam dokumen publik lainnya

seperti laPoran tahunan'
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5. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk

men]rusun laporan keuangan Pemerintah Daerah

entitas pelaporan dalam

konsolidasi, dan entitas akuntansi dalam menyusun

darr BUD, tidak termasuk perusahaan daerah.

dan laporan keuangan

laporan keuangan SKPD

DEFIIUSI

6.Berikutadalahistilah-istilahyangdigunakandalamKebijakan
Akuntansi dengan Pengertian:

AnggaranmerupakanpedomantindakanyangakandilaksanakanPemerintah

Kabupaten Tanah Bumbu meliputi rencana pendapatan' belanja' transfer' dan

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah' yang disusun menurut

klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode'

adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah'

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

dandaimanatnanfaatekonomidanlatausosia.ldimasadepandl,hatapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang' termasrrk srrmber daya

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya'

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi' tanpa

memperhattkan saat kas atau set'ara kas diterima atau dibayarkan'

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwalainnyapadasaatkasatausetarakasditerimaataudibayarkan.

Belania adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran trbih dalam periode tahun anggaran
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bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Beban adalah penurunErn manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu.

EntitasAkuntansiadalahSKPDdanBUDdanolehkarenanyawajib
menyelenggarakan akuntansi dan menJrusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan'

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungiawaban berupa laporan keuangan'

Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip' dasar-dasar' konvensi-konvensi'

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan'

Kewaiibanadalahutangyangtimbuldariperistiwamasalaluyang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Materialitas adarah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji

suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna

yangdibuatatasdasarlaporankeuangan.Materialitastergantungpada
hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari

keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi'

Pembiayaan (finoncino) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali' baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun arrggarar, berikutnya' yang dalarn

penganggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dimaksudkan

untuk menutup defrsit atau memanfaatkan surplus anggaran'
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Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu'

Pendapatan-Lo adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka

laporan keuangan.

Saldo Ansqaran l,ebih adalah gunggungan Saldo Anggaran kbih yang berasal

dariakumulasiSiLPA/SiKPAtahun-tahunanggaransebelumnyadantahun
berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan'

KETENTUAN T'UUU

7. Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk

menyajikan Catatan atas Laporan Keuangal sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum'

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agaf laporan

keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas' tidak terbatas hanya

untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan' Oleh karena

itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat

mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya' Untuk

menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas

l,aporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna da-lam

memahami LaPoran Keuangan'

9. Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran

mempunyai potensi kesalah paham dalam memahami konsep akuntansi

akrual. Pembaca yang terbias dengan laporan keuangan sektor komersial

cenderung melihat laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

seperti lapoaran keuangan perusahaan' Untuk itu' diperlukan pembahasan
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umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi

pembaca laporan keuangan.

10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi

yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalah

pahaman dalam memahami laporan keuangan.

STRI'KTI'R DAN ISI

ll.CatatanatasLaporanKeuanganharusdisajikanSecarasistematis.

Setiap pos dalam taporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional

dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan'

12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam l'aporan

Realisasi Anggaran, I-aporan Perubahan Saldo Anggaran kbih' Neraca'

Laporan Operasional, l,aporal Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas'

Termasuk pula dalam Catatal atas l,aporan Keuangan adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh kebijakan akuntansi serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-

komitmen lainnYa.

13. Dalam rangka pengungkapan yang memadai' Catatan atas Laporan

Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a] tnformasi Umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;

B/ Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;

1ci Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d/ Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e/ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka PelaPoran keuangan;
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(fl Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang belum disajikan

dalam lembar muka laporan keuangan; dan

/g/ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak

disajikan dalam lembar muka laporan keuangart '

14. Pengungkapal untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan

untuk pos-pos yang terkit. Misalnya, kebijakan akuntnsi tentang Persediaan

mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dengan

pengukuran persediaan'

15. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan'

pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara

narasi, bagan, grafrk, da{tar, dan skedul atau bentuk yang yang lazim yang

mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan

entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu

periode.

Penyajtan Informasi Unum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas

Akuatansi

16. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi

yang merupakan gambaran entitas secara umum'

17. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan'

perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas

akuntansi Yang meliPuti:

(a)domisilidanbentukhukumsuatuentitassertajurisdiksitempatentitas
tersebut berada;

(b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

(c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang KebiJakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi

Makro

18. Catatan atas l,aporan Keuangan harus dapat membantu pembaca

memahami realisasi dan posisi keuangan entitas akuntalsi dal entitas
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pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan hskal/ keuangan dan

kondisi ekonomi makro.

19. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas

Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi

keuangan / fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

20. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas

akuntansi an entits pelaporan harus menyajikan informasi mengenai

perbedaan yang penting mengenai rea-lisasi dan posisi keuangan/ fiska-l periode

berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan

anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi

anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi

ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan

dengan realisasinya.

21. Kebijakan fiskat yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan

sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis

dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaral,

kebijakan intensifikasi/ ekstensifikasi pajak daerah.

22. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang

digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator

ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik

Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga

minyak, tingkat suku bunga.

penyaJian Ikhtlsar Pencapaian Target Keuangan selana Tahun Pelaporan

Berikut Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pencapaiaa Target;

23. Catatan atas l,aporan Keuangan harus dapat menjelaskan

perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan
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dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan

kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta

masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi dan

entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

24. Dalarrr satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi

tertentu, entitas akuntansi dan entitas pelaporan mungkin melakukan

perubahan zrnggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan

keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangzrn anggaran, penjelasan

atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan

dengan angg.rrurn pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam

memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi dan entitas

pelaporal.

25. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan

secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD

dengan realisasinya.

26. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam merealisasikan

potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam

APBD.

27. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun

pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

(a) nilai target total;

(b) nilai realisasi total;

(c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan

(d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

28. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas

akuntansi dal1 entitas pelaporn mungkin merasa perlu untuk memberikan

informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca,

misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran

periode mendata.ng.
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Dasar PenyaJian Laporan Keuangan dan Pengungkapaa KebiJakan
Akuntansi Keuangan

29. Entitas pelaporan dan entitas akuntnsi mengungkapkan dasar

penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas

l,aporan Keuangan.

Asunsi Dasar Akuntansl

3O. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari

pen5rusunzrn laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara

spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas akuntansi dan entitas

pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan

dan penjelasan.

3l.Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi, asumsi

dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu

dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

(a) Asumsi kemandirian entitas;

(b) Asumsi kesinambungan entitas; dan

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurementl.

32. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak tedadi kekacauan antar unit

instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan

entitas untuk menyusun anggar€rn dan melaksanakannya dengan tanggung

jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber

daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk

atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-

piutang yang te{adi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya

progrzun yang telah ditetapkan.

33. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi

dan entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian,
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pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas

pelaporan dalam jangka pendek.

34. Laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus

menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan

uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan

pengukuran dalam akuntansi.

Peaggunaan Inporan Keuangan

35. Pengguna/ pemakai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah

Bumbu meliputi:

(a) Masyarakat;

(b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

(c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi,

dan pinjaman; dan

(d) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

36. Para pemakai/ pengguna laporan keuangan membutuhkan

keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagran dari informasi yang

dibutuhkan, untuk membantu penilaian, dan keputusan keuangan dan

keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika

laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi

terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuaagan.

37. Pengungkapan kebijalan akuntansi dalam laporan keuangan

dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkpan

kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

keuangan yang sangat membantu pengguna/ pemakai laporan keuangan,

katena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunkan untuk

sutu komponen laporan rea-lisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran

lebih, neraca, laporan operasional, olaporan arus kas, atau laporan perubahan

ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.
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Kebijakan Akuntansi

38. Pertimbangan dan/ atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu

disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang

paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara

tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

39. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan

akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh

manajemen:

(a) Pertimbangan Sehat

(b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya

diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak

membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan,

(c) Substansi Mengungguli Bentuk.

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungiawabkan dan disajikan

sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata

mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian, dan

(d) Materialitas.

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

4O. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan

menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan

dam metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi

penyajian l,aporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Irbih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan ekuitas. Pengungkapan jauga harus meliputi pertimbangan-

pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang

sesuai.

41. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan

Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

(a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan;

(b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
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(c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam pen5rusunan laporan keuangan;

(d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan.

42. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi

adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan

akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti

kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya.

Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya

mempunyai potensi kesalah pahaman pembaca dalam mengidentifikasi

permasalahan yang ada.

43. Walaupun Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi telah

menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyuunan laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, pernyataan penggunaan

basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu semestinya diungkapkan pada Catatan atas l,aporan Keuangan.

Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkal
pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera

pada Kerangka Konseptual Akuntansi.

44. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar

pengukuran yang digunakan sebagai landasan alam penyajian laporan

keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup
memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang

menggunakan dasar pengukuran tersebut.

45. Da-lam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan

tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang

tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 39 dapat

dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu

diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan

untuk disajikan antara lain:
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(a) Pengakuan pendapatan-LRA;

(b) Pengakuan pendapatan-LO;

(c) Pengakuan belanja;

(d) Pengakuan beban;

(e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

(f) Investasi;

(g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak

berwujud;

(h) Kontrak-kontrak konstruksi;

(i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

fi) Kemitraan dengan pihak ketiga;

(k) Biaya penelitian dan pengembangan;

(1) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

(m) Pembentukan dana cadangan;

(n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan

(o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

46. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan

pendapatan pajak, retribusi darr bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib,

penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

47.l,aporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-

angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi

berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara

kuantitatif harus diungkapkan.

48. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh

material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh

secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.
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Penyajian Rlrrciaa Daa Penjelasatr l[aaing-Ua8i.ng Pos Yang Disajikan Pa&
L,e nbar Muka Laporan Keuangan.

49. Catatan atas Laporal Keuangan harus menyajikan rincian dan

penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaral, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran kbih, Neraca, laporan Operasional, Laporan Arus Kas,

dan Laporan Perubahan ekuitas.

50. Penjelasan atas l,aporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos

pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

(a) Anggaran;

(b) Realisasi;

(c) Prosentase pencapaian;

(d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;

(e) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(f) Penjelasan atas perbedaan antara periode bedalan dan periode yang lalu;

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan

fungsi;

(i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

fi) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

51. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan

untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran kbih,
Sisa Irbih,r Kurang Pembi ayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) tahun berjalan,

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL alhir periode

dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

52. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos

pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingal dengan periode yang lalu;
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(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

(d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan

fungsi; dan

(e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

53. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan

ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun da-lam aset lancar, investasi

jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek,

kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

54. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari

aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan,

dan aktivitas non Ernggaran dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rincian Iebih lanjut atas atas masing-masing akun dalam masing-masing

aktivitas; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

55. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas

awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan

kebijakan / kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur

sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode be{alan dan periode yang lalu;

(c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
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Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh KeiJakan Akuntansi
dan/atau Pernyataan Akuntansi Pemerintahan yang bclum disajikan
dalaa lembar muAa hporaa &euangan

56. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi dan/atau Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lain

yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti

kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi

dalam Catatan atas La.poran Keuangan harus dapat memberikan informasi

lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

57. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yarrg

digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai

dampak penting bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak dapat

disajikan dalam lembar muka laporan keuaagan, seperti kewajiban kontijensi.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan

perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat

mempeng€rruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan

datang.

58. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan

harus menyajikan informasi yalg tidak mengulang rincian (misalnya rincian

persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti

yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa

kasus, pengungkapan kebijalan akuntansi, untuk dapat meningkatkan

pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat

lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap

disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap

akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu

akun aset dengan harga selain harga perolehal, karena aset dimaksud

diperoleh dari donasi.

Vl-16



Pengungkapan-Pengungkapan Laiaaya

59. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan

informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca

laporan.

60. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian

kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

(a) Penggantian manajemen pemerintahan daerah selama tahun berjalan;

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen

baru;

(c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;

(d) Pengqabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan

(e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan

yang harus ditanggulangi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

61. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai

pelengkap standar ini.

SUSUI{ATT

62. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas

Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

(a) Kebijakan keuangan daerah, pencapaian target Peratutan Daerah tentang

PBD;

(b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

(c) Kebijakan akuntansi yang penting:

i. Entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusr.rnan laporan

keuangan;

Vl-17



iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan

ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

oleh suatu entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami

laporan keuangan.

(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Akuntansi dan/ atau

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan

dalam lembar muka Laporan Keuangan.

(f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum

daerah.

BUPATI TANAII BUMBU,

Vl‐ 18


